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PANDUAN NAVIGASI MASJIDIL HARAM DALAM GENGGAMAN

agi Anda yang ingin
Bmelaksanakan iba-

dah haji atau umrah,
melakukan persiapan me-
rupakan hal yang sangat
penting mengingat dalam
pelaksanaannya melibatkan
perpaduan antara kegiatan
fisik dan mental. Salah satu

AlMagsad - Aldaram El . ’ !
Nawigation persiapan kecil yang bisa
B o dilakukan yaitu dengan me-
2} ngunduh aplikasi navigasi
yang diberi nama Al-Magqsad
IHETALL P

&

Adagiad = Mdaram Navigation System

ini.

Diluncurkan oleh Pemerin-
tah Arab Saudi sebagai pan-
duan untuk para jemaah haji
dan umrah yang berkunjung
ke Masjidil Haram. Navigasi
yang dilakukan melalui aplikasi
ini dapat diatur ke dalam Ba-
hasa Inggris maupun Bahasa
Arab. Aplikasi ini memberikan
informasi  lengkap menge-

] nai layanan yang ditawarkan

TATA GUNA TANAH DAN PENYERASIAN TATA RUANG

ebagai pengantar,
Spenulis dalam bukunya

menyampaikan bahwa
dimensi  pertanahan ada-
lah kompleks maka banyak
ditemui realisasi rencana tata
ruang banyak menemui ken-
dala, rencana tata ruang
sering mengabaikan status
kepemilikan tanah akibatnya
realisasi pembangunan ruang
banyak menemui kendala
pembebasan tanah. Sehing-
ga buku ini dihadirkan untuk
mengemukakan sisi lain dari
penataan ruang dengan hara-
pan ditemukan jalan keluar
bagi persoalan aplikasi pena-
taan ruang.

Pada bagian awal, buku
ini  menyajikan pembaha-

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

dari area lantai dasar Masjidil
Haram. Selain itu, aplikasi ini
juga dilengkapi dengan perin-
tah suara dan peta 3D.

Aplikasi Al-Magsad ini ti-
dak membutuhkan koneksi
internet dalam menentukan
lokasi.  Untuk menentukan
lokasi, aplikasi ini tergantung
pada koneksi bluetooth yang
ada pada ponsel para peng-
guna. Al-Magsad tersedia
untuk para pengguna ponsel
pintar de-ngan sistem operasi
Android dan iOS. Khusus untuk
pengguna iOS, pastikan sistem
operasi perangkat ponsel Anda
sudah ditingkatkan ke iOS 8.1
atau yang lebih terbaru.

Selain menyediakan
navigasi untuk area Masji-
dil Haram, aplikasi ini juga
menyediakan navigasi untuk
jalan-jalan utama di Kota Me-
kah, layanan kebutuhan khu-

sus, serta halte bus dan fasili-
tas lainnya.

Aplikasi ini sangat berguna
demi melaksanakan ibadah
dengan tenang, tanpa takut
tersasar di tengah padatn-
ya kawasan Masjidil Haram
yang berisi para jemaah haji/
umrah dari berbagai bangsa.
[Adinda Cempaka/2016]
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erjanjian kinerja kembali ditan-
P datangani oleh pejabat struk-

tural BIG dan era pengisian Sasa-
ran Kerja Pegawai (SKP) onl/ine pun
dimulai. Para pegawai yang merasa
berkepentingan dengan tugas jabatan
mulai sibuk ' mencermati kolom-kolom
pengisian SKP baru berbasis Ba/anced
Score Card (BSC).

Apa sebenarnya perjanjian kerja
dan SKP? Menurut UU No. 13 ta-

¢ hun 2003 pasal 1 ayat 14 perjanjian

kerja adalah suatu perjanjian antara
pekerja dan pengusaha atau pem-
beri kerja yang memuat syarat-syarat
kerja hak dan kewajiban kedua belah
pihak. Pihak pekerja yaitu pegawai
wajib  mewujudkan target kinerja
yang telah ditetapkan dalam doku-
men perencanaan, sementara pihak
pemberi kerja berhak atas kinerja
individu yang baik. Dengan demikian
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pegawai berhak atas upah atau gaji
dengan berbagai fasilitas dari BIG.
Kinerja itu harus terukur untuk setiap
individu, untuk itulah diperlukan SKP.

SKP ini adalah Sasaran Kerja
Pegawai yang ada dalam salah satu
unsur penilaian prestasi kerja, diatur
dalam peraturan baku pemerintah.
SKP ukurannya kinerja pribadi bukan
output kegiatan yang sebenarnya
kinerja organisasi. Oleh karena itu,
bukan jamannya lagi pegawai yang
datang hanya untuk absen dan
menghilang, masih menerima tun-
jangan kinerja.

Bagaimana sasaran kinerja Pu-
sat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas
untuk 2016? Pelaksanaan program
di PTRA jelang akhir  triwulan ke-
empat memperlihatkan peningka-
tan yang signifikan dari bulan-bulan
sebelumnya. Di sisi lain, beberapa

MEDIA INFORMASI PEMETAAN TATA RUANG, DINAMIKA SUMBERDAYA DAN ATLAS

@0 e 00 0000000000000 000

keberhasilan  dan  keterlambatan
pekerjaan kontraktual mulai dira-
sakan sebagai dampak intensintas
kontrol kualitas pekerjaan kontrak.
Beberapa penyedia jasa merasakan
dampak supervisi yang ketat melalui
peningkatan kontrol kualitas baik le-
wat FGD, maupun rapat monitoring.
Kemajuan teknis harus sesuai dengan
pengajuan termin dan administrasi
akan mengikuti.

Pada awalnya kebijakan ini memang
mengakibatkan keterlambatan pe-
narikan termin yang berdampak pada
penyerapan, namun kami yakin selan-
jutnya akan berjalan dengan normal
dan lebih baik. Selamat membaca..
[Mulyanto Darmawan/2016]
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san». ruang lingkup, alur
pikir tata guna tanah, dan
evaluasi tanah. Selanjutnya
disampaikan ulasan menge-
nai penggunaan tanah perde-
saan dan penggunaan tanah
perkotaan.

Bahasan berikutnya ada-
lah lingkup tata guna tanah
dalam manajemen pertana-
han. Kemudian dilanjutkan
dengan pembahasan uta-
ma mengenai penyerasian
penggunaan tanah dengan
rencana tata ruang. Se-
dangkan pada bagian akhir
disampaikan mengenai pen-
guasaan dan penyediaan
tanah, pengembangan tanah,
serta pengendalian peman-
faatan ruang.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
bedung F Lantai 2
JI. Raya Jakarta-Bogor Km 46, Cibinong, Bogor

Sembilan bab yang di-
uraikan dalam buku ini
dapat memberikan gamba-
ran yang jelas bagi pembaca
mengenai tata guna tanah
dan penyerasiannya ter-
hadap tata ruang, di mana
kajian-kajian yang disam-
paikan melibatkan berbagai
ilmu terapan seperti ilmu
geografi, ilmu tanah, ilmu
ekonomi, ilmu lingku-ngan,
ilmu perencanaan wilayah,
ilmu manajemen, dan ilmu
hukum.

[Rochmad Budi S/2016]
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DESENTRALISASI ASISTENS/ PETA TATA RUANG

su desentralisasi mencuat pada Sidang Komisi

1 Rapat Kerja Regional (Rakereg) BKPRN tang-

gal 9 September 2016 di Yogyakarta dengan
tema “Penguatan Instrumen Penataan Ruang
dalam rangka Percepatan Pembangunan Nasi-
onal”.

Isu desentralisasi muncul di tengah ken-
yataan bahwa hingga saat ini baru ada seki-
tar 23 dari 1.400 lebih wilayah yang memiliki
RDTR yang sudah Perda. Salah satu kendala
utama ada pada masalah pemetaan, sehing-
ga diharapkan BIG dapat melakukan desen-
tralisasi ke daerah dalam hal persetujuan
peta tata ruang.

Isu desentralisasi adalah salah satu isu yang
dibahas dari rangkaian acara Rakereg BKPRN
yang dibuka oleh Dr. Sofyan A. Djalil, SH., MA,
MALD., Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional, dan dihadiri oleh
pejabat eselon | dan Il BKPRN, Bupati/Walikota
terpilih, Ketua BKPRD provinsi, Kepala Bappeda
Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi tata

ruang di tingkat provinsi, Kepala Dinas Kelautan
Daerah dan Provinsi, dan Kepala Kanwil Badan
Pertanahan Nasional.

Setelah pembahasan oleh keynote speaker,
Rakereg dilanjutkan dengan sidang pleno yang
menampilkan 5 pembicara yaitu: Deputi Bidang
Pengembangan Wilayah Bappenas yang berbi-
cara tentang kemajuan pelaksanaan kerja
BKPRN 2016-2017, Dirjen Tata Ruang Kemen-
ATR/BPN tentang integrasi tata ruang dan per-
tanahan, Dirjen Bangda Kemendagri yang ber-
bicara tentang Standar Pelayanan Minimum
(SPM) bidang tata ruang, Dirjen Planalogi yang
berbicara tentang isu perizinan dan Sekretaris
Daerah Provinsi Yogyakarta yang berbicara ten-
tang proses konflik bandara baru di Yogyakarta.

Acara dilanjutkan dengan Sidang Komisi 1
tentang perencanaan tata ruang, Komisi 2 ten-
tang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang,
dan Komisi 3 tentang kelembagaan penataan
ruang. Pada dasarnya saat ini BIG telah menga-
komodasi apa yang disebut desentralisasi asis-
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tensi melalui pelibatan PPIDS (Pusat Pengem-
bangan Infrastruktur Data Spasial) dan BKPRD,
penyiapan dukungan asistensi online, penye-
diaan tenaga ahli dalam proses asistensi dan on
site supervisi. [Mulyanto Darmawan/2016]

Suasana Rakereg BKPRN
di Yogyakarta, 9 September 2016
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KOORDINAS! BIG — PPIDS PULAU JAWA UNTUK LISENS/
ASISTENSI PETA TATA RUANG

ampai pada saat
ini, kendala utama
pemetaan detil tata

ruang adalah BIG belum
mampu menyediakan
peta skala 1:5.000 dengan
cakupan wilayah seluruh
Indonesia. Oleh karena
itu dalam pembuatan
peta dasar skala 1:5.000
tersebut dapat dilakukan
oleh Pemerintah Daerah
dengan supervisi dari BIG.
Namun demikian, proses
pembuatan peta dasar
yang merupakan kata
kunci untuk menjawab
permasalahan  penyusu-
nan RDTR ini dinilai oleh
banyak pihak masih ber-
jalan dengan lamban.

Pelaksanaan asistensi
dan supervisi Peta RDTR
yang dilakukan oleh BIG
dalam hal ini adalah
Bidang Pemetaan Tata
Ruang, Pusat Pemetan
Tata Ruang dan Atlas
(PTRA), dimaksudkan
untuk mempercepat
penyelesaian masalah
tersebut. Tetapi dalam
perjalanannya  program
ini menghadapi kendala
terkait keterbatasan jum-
lah tim teknis atau sum-

ber daya manusia yang
melakukan pendampingan
atau asistensi.

Oleh karena itu sejak
tahun 2016 ini dicoba
untuk melibatan  Pusat
Pengembangan Infrastruk-
tur Data spasial (PPIDS).
PPIDS adalah satu pusat
penelitian yang diben-
tuk sebagai kesepakatan
kerjasama (MOU) antara
BIG dan Universitas yang
dianggap mempunyai re-
sources memadai dalam
bidang pemetaan dan in-
formasi geospasial.

Di Pulau Jawa ter-
dapat 4 PPIDS sebagai
role mode/ perpanjan-
gan tangan BIG yag ideal
untuk membantu perce-
patan pembuatan peta
RDTR.

Bertempat di Hotel
Grandkemang, Jakarta
Selatan tanggal 22 Sep-
tember 2016, telah dilaku-
kan  koordinasi  teknis
antara PPIDS di Pulau Jawa
dengan BIG. Koordina-
si ini bertujuan untuk
merumuskan pola ker-
jasama dan rencana aksi
antara Badan Koordiniasi

Penataan Ruang Daer-
ah (BKPRD), PPIDS dan
BIG dalam mempercepat
asistensi dan  supervi-
si Peta RDTR. Untuk ke
depannya diharapkan
daerah  mampu melaku-
kan asistensi mandiri atas
permasalahan kualitas
peta tata ruang sekaligus
menginventaris  perma-
salahan dalam pelaksa-
naannya yang selanjutnya
akan dibahas dalam forum
bersama dengan pusat,
khususnya BIG terkait ma-
salah peta secara periodik.

Koordinasi Teknis yang
dihadiri oleh perwakilan
PPIDS ITB dan PPIDS
UNDIP disampaikan pula
telah  disusun rencana
training of trainer yang
kedua oleh BIG kepa-
da Pemda Provinsi Jawa
Timur pada tanggal 26-
27 September di Kota
Malang. Selain itu disepa-
kati juga waktu pelaksa-
naan training of trainer
kepada PPIDS UNDIP ada-
lah setelah tanggal 13
Oktober 2016 dan untuk
PPIDS ITB pada minggu
ke 3 atau 4 bulan Oktober
2016. [Diastarini/2016]
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ASISTENSI PETA

STATUS ASISTENSI UNTUK PETA RTRW PROVINSI

Suasana koordlinasi teknis antara PPIDS di Pulau Jawa dengan BIG

IG melalui PTRA telah menyele-
Bsaikan seamles peta RTRW

provinsi  seluruh  Indonesia.
Selanjutnya peta seam/ess RTRW ini
dapat dijadikan sebagai peta dasar
untuk evaluasi berbagai kegiatan
terkait implementasi program pem-
bangunan dan tata ruang. Hal itu
disampaikan Dr. Nurwadjedi, M.Sc.
selaku Deputi bidang Informasi Geo-
spasial Tematik-BIG pada acara FGD
2 program integrasi peta RTRW dan
program Nawacita yang bertempat
di hotel Grand Kemang Jakarta, tang-
gal 14-15 September 2016.

Acara FGD dihadiri 20 perwakilan
provinsi di Indonesia dengan meng-
hadirkan narasumber yang berasal
dari Kementerian PPN/Bappenas,
Kementerian ATR/BPN dan BIG yang
diwakili Kepala Pusat PTRA. Selain
penyajian materi acara FGD juga diisi
ajang validasi draft awal hasil inte-
grasi RTRW dan program Nawacita
pada masing-masing provinsi seluruh
Indonesia.

Inti dari Kegiatan FGD 2 ini yaitu
melakukan konfirmasi untuk peta
RTRW  Provinsi seam/ess seluruh

xxxxx

Indonesia untuk selanjutnya dihar-
monisasi ada tidaknya benang merah
dengan program nawacita. Seam/ess
peta RTRW provinsi berisi informasi
layer rupabumi pada skala 1:250.000
minus penggunaan lahan dan di-
tambah informasi pola ruang dan
struktur ruang. Ketersediaan peta
seamless RTRW ini sangat penting
karena berfungsi sebagai model spa-
sial untuk mengintegrasikan seluruh
rencana tata ruang (pola dan struk-
tur ruang) dan melihat harmonisasi
dan sinkronisasi rencana pembangu-
nan di suatu daerah. Integrasi peta

SEAMLESS PETA DASAR TEMATIK RTRW PROPINSI SELESA/

rencana tata ruang ini juga penting
dalam kaitannya dengan contoh im-
plementasi kebijakan satu peta (One
Map Policy sesuai dengan Perpres
No. 9 tahun 2016).

Sejauh mana program Nawa-
cita terakomodir dalam rencana
tata ruang daerah akan diketahui
dari hasil integrasi ini. Selain Inte-
grasi dengan Nawacita, Seam/ess
RTRW juga diintegrasikan dengan
Program Strategis Nasional (PSN)
sesuai Perpres No. 3 Tahun 2016.
[Chintia Dewi/2016]

NEWSLETTER TATA RUANE § ATLAS E

PENYUSUNAN ATLAS OVERVIEW SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN

menyelenggarakan kegiatan Penyusunan

Atlas Overview vyang berisikan informasi
mengenai seluk-beluk suatu wilayah di NKRI,
khususnya wilayah Bali, Nusatenggara dan
Papua.

Pada tahun Anggaran 2016, Pusat PTRA

Atlas Overview menyajikan informasi kondisi
wilayah tertentu dalam berbagai aspek (fisik,
ekonomi, sosial dan budaya) dengan potensi
yang dimiliki agar dapat memberikan manfaat
bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam rangka kontrol kualitas dan supervisi
terhadap produk Atlas Overview Sumberdaya
dan Lingkungan edisi Bali-Nusatenggara dan
Papua, pada hari Senin tanggal 26 September
2016 di Hotel Amaris Pakuan, Kota Bogor dilaku-
kan Focus Group Discussion (FGD) ke Ill. FGD
[Il Atlas Overview dipimpin oleh Dr. Mulyanto
Darmawan selaku Kepala Pusat PTRA, dan
dihadiri oleh Prof. Dr. Irham (Guru Besar Fakul-
tas Pertanian UGM), Nasih Widya Yuwono, M.P.
(Dosen Fakultas Pertanian UGM), M. Isnaini
Sadali, M.Sc. (Dosen Fakultas Geografi UGM), dan
Eko Hadi, S.P (Bidang Statistik Sosial BPS). FGD IlI
ini membahas bagaimana penyajian data fisik,
sosial, ekonomi, dan budaya ke dalam sebuah

2007

Sambutan oleh Deputi /dag IGT
g

enyelenggaran

P sumberdaya Alam (SDA) dilak-
sanakan

Undang-undang Nomor 26 Tahun

dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindu-
ngan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Fungsinya sebagai instru-
men yang digunakan dalam rangka
monitoring dan evaluasi pelaksa-
naan penataan ruang dan pengelo-
laan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan

PAPUA DAN BALI-NUSATENGGARA

peta secara baik dan menarik namun tetap tidak
melenceng dari kaidah kartografis. Narasi, tabel,
foto dan desain juga tidak luput dalam pemba-
hasan karena memiliki pengaruh yang besar
terhadap tingkat ketertarikan pembaca atlas.
Kompleksitas penyusunan atlas dirasakan oleh
peserta FGD karena terkadang ada beberapa hal
yang harus “dikorbankan” antara daya kreatifitas
penyajian informasi dan kaidah kartografis yang
selama ini digunakan sebagai acuan. Namun itu
semua justru mendorong tim untuk menjadikan
Atlas Overview ini menjadi lebih menarik dan
lebih informatif.

FGD lllini juga membahas mengenai data yang
digunakan pada masing-masing peta, mengingat
data yang digunakan sebagian besar adalah data
sekunder sehingga perlu adanya penyesuaian
sumberdata. Data yang digunakan dalam peta
haruslah berasal dari sumber yang resmi dan
valid, khususnya dari K/L yang menjadi walida-
ta. Hal ini untuk mendukung kebijakan satu peta
agar setiap peta yang dihasilkan oleh pemerintah
tidak terjadi duplikasi antar K/L. Produk sampi-
ngan dalam kegiatan ini adalah buku kajian yang
membahas mengenai hubungan aspek Afisik,
ekonomi, sosial dan budaya dengan pengemba-

ngan suatu wilayah khususnya di lima provin-
si yaitu Provinsi Bali, Nusatenggara Barat, Nu-
satenggara Timur, Papua Barat dan Papua. Kont-
en dari buku Kajian ini masih perlu untuk digodog
lagi bersama narasumber dari akademisi agar
metode yang digunakan sesuai dan mendukung
tujuan pekerjaan penyusunan Atlas Overview ini.
[Satrio Jati KW/2016]

Diskusi penyusunan Atlas Overview ed)s/
Papua dan Bali-Nusra

SOS/IALISAS! NERACA SUMBERDAYA ALAM DAERAH DI SUMATERA UTARA

IGT Neraca
dengan landasan

tentang Penataan Ruang

sial

Deputi Bidang
IGT nera-

No. 4 Tahun 2011).

Upaya penyelenggaraan pembi-
naan IGT Neraca SDA merupakan
salah satu bentuk tanggung jawab
BIG dalam rangka menghasilkan
IGT Neraca SDA yang digunakan
sebagai instrumen evaluasi pelak-
sanaan penataan ruang dan pen-
yajian informasi perubahan spa-
unsur sumberdaya sebagai
representasi pengelolaan lingku-
ngan hidup seperti disampaikan
Informasi
spasial Tematik, Dr. Nurwadjedi,
M.Sc. saat memberikan sambutan

penyusunan neraca SDA. BIG
melakukan pembinaan dan ber-
sama K/L merumuskan kebijakan
teknis dalam neraca SDA. Selain itu
BIG juga melakukan integrasi antar
komponen sumberdaya sehingga
memberikan value added dalam
upaya evaluasi penataan ruang
dan pengelolaan lingkungan hidup.

BIG melalui Bidang Pemeta-
an Dinamika Sumberdaya men-
dorong penyediaan IGT neraca
SDA sebagai instrumen evaluasi
penataan ruang wilayah. Upaya ini
sudah dimulai dengan adanya Su-
rat Edaran Bersama (SEB) antara
Kepala BIG dan Menteri Dalam
Negeri yang tertuang dalam SEB

Geo-

Neraca

Tematik

’ ca SDA menggunakan instru-
B W men teknis sebagai dasar mutu . dalam acara Sosialisasi
i v‘"“m dan  jaminan  standardisasi . SDA ”Sinergitas Penyelenggaraan
6 i produk IGT yang dihasilkan. * Informasi  Geospasial
Instrumen teknis seperti SNI, * Dinamika Sumberdaya”, di Hotel
spesifikasi  teknis, dan NSPK . Grand Serella Kota Medan, 21 Sep-
IGT neraca SDA dihasilkan dari . tember 2016.
berbagai pemikiran integratif

Pemaparan oleh Kepala Pusat PTRA

beberapa unsur kelembagaan
seperti pemerintah (lintas sektor)
dan perguruan tinggi (unsur aka-
demis).

Unsur penyelenggara IGT ter-
masuk di dalamnya IGT neraca
SDA dapat diselenggarakan oleh
Instansi Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau setiap.ofang
seperti tertuang dalam Pasal 23
Undang-undang Nomor 4 Tahun
2011 Tentang Informasi Geospa-
sial. Dalam hal ini BIG melaku-
kan fungsi sebagai institusi yang
melakukan pembinaan mengenai
pemaknaan, pengarahan, peren-
canaan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan IGT (Pasal 57 UU

Sosialisasi Neraca SDA ini meng-
hadirkan beberapa narasumber
terkait kebijakan dan penyusu-
nan neraca sumberdaya dari
Kementerian Dalam Negeri;” Ke-
menterian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, -Kémenterian Energi
dan Sumberdaya Mineral, dan
Kementerian Pekerjaan  Umum
dan Perumahan Rakyat, serta BIG.
Peserta pembinaan berasal dari
Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas ESDM,
Badan Lingkungan Hidup, Peme-
rintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Provinsi Su-
matera Utara. Kepala Pusat PTRA,
Dr. Mulyanto Darmawan, M.Sc.
menjelaskan peran BIG dalam

No. 660/2367/SJ/83.KA/RT/6/2012
tentang Penyelenggaraan Neraca
SDA Daerah.

Strategi ke depansintuk menga-
tasi masalahsini adalah akan segera
dilakukan koordinasi dengan K/L
terkait untuk merumuskan suatu
kebijakan yang bersifat mengikat
terkait penyelenggaraan IGT Ne-
raca SDA sebagai instrumen eva-
luasi tata ruang yang dilaksanakan
oleh setiap pemerintah daerah
kabupaten/kota. Acara sosialisasi
ini sebagai rangkaian dalam rang-
ka mewujudkan sinergi penye-
lenggaraan informasi geospasial
tematik yang dapat disinergikan
dalam ”One Map Policy’ yang te-
lah dicanangkan sebagai agenda
nasional untuk tujuan pengelolaan
lingkungan hidup yang lebih baik.
[Roswidyatmoko D/2016]



